
BUPATI BUTON SELATAN 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BUTON SELATAN 

NOMOR : 5S TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2021 
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT 

KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN 
KABUPATEN BUTON SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BUTON SELATAN, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, maka berdasarkan 
pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk 
dan aksebilitas pelayanan kesehatan di Kecamatan 
Kadatua, maka Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Buton Selatan, perlu dilakukan perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat 
Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Buton Selatan; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersib dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 



beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5563); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi.k 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeritnahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 ten tang 
Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 
Lingkungan Di Puskesmas (Serita Negara Republi.k 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 403); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republi.k Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifi.kasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 

12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah 
tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Daerah Nomor 1 1  Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Suton 
Selatan; 



Menetapkan 

MEMU TUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2021 
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS 
KESEHATAN KABUPATEN BUTON SELATAN 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat 
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit 
Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Buton Selatan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Puskesmas. 

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: 

a. UPTD Puskesmas Batauga; 

b. UPTD Puskesmas Sampolawa; 

c. UPTD Puskesmas Lapandewa; 

d. UPTD Puskesmas Kadatua; 

e. UPTD Puskesmas Siompu; 

f. UPTD Puskesmas Siompu Barat; 

g. UPTD Puskesmas Batuatas; 

h. UPTD Puskesmas Gerak Makmur; 

i. UPTD Puskesmas Bahari; 

j. UPTD Puskesmas Bukit Lamando; 

k. UPTD Puskesmas Bukit Kangka; 

I. UPTD Puskesmas Batuatas Barat; dan 

m. UPTD Puskesmas Kadatua Timur. 

(3) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan 
unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja 
secara profesional, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

(1) Penentuan Organisasi UPTD Puskesmas, dilakukan berdasarkan 
kategori: 

a. karakteristik wilayah kerja; dan 

b. kemampuan pelayanan. 



(2) UPTD Puskesmas berdasarkan kategori karakteristik wilayah kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a, meliputi: 

a. Puskesmas Kawasan Perkotaan; 

b. Puskesmas kawasan Perdesaan; 

c. Puskesmas Kawasan Terpencil; dan 

d. Puskesmas Kawasan Sangat Terpencil. 

(3) UPTD Puskesmas berdasarkan kategori kemampuan pelayanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: 

a. Puskesmas Nonrawat Inap; dan 

b. Puskesmas Rawat !nap. 

(4) Penentuan kategori UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(5) Bagan Susunan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini, dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Buton 

Sela tan. 

Ditetapkan di Batauga 
pada tanggal 1 Agvrlr 2022 

Diundangkan di Batauga 
pada tanggal h Ag@hS 

SEKRETARIS 

2022 

ATEN BUTON SELATAN, 

AN, 

AERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2022 NOMOR: S5 


